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. BUPATI MELAWTI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAW]
NOMOR 3l TAHUN 2017

TENTANG

ELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

—

KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAW]I,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif = Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Melawi, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Melawi tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi
Kalimantan Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4344),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I_‘ahun 201‘4
Nomorl 244, Tambahan Lembaran Negara Republik -In%?niﬂﬁ
Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa ’[I;;a}l,lun 11;0?5
Terakhir Dengan Undang Undang Nomor dQ un 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Un ari)g o
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Le;_::;3 a an Negara
Republik Indonesia Tahun 201§ Nom2r56793‘
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo ;

58 Tahun 2005 tentang

- Peraturan Pemerintah NomorT Lembaran Negara Republik

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Indonesia Tahun 2005 Nomor ]:;07}3)'1‘ambahan
Negara Republik Indonesia Nomor , 5. Peraturan ...
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i getua DPRD sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu
b- f“%;aoht)a,t pDPRD sebesar Rp. 157.500,-( seratus lima puluh tujuh ribu lima
An iah). . :
¢ atus ruzn ak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Tunjang ; epreseﬂt3-51 yang bersangkutan, yaitu;
§ jori u:l:a pPRD sebesar Rp. 42.000,-(empat puluh dua riby rupiah);

8 5;_1&1 Ketua DPRD sebesar Rp.33.600,-(tiga puluh tiga ribu enam ratus
Y
iah); ,
K;I;gota DPRD sebesar Rp. 31.500,-(tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
' ngan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diberikan paling banyak
g Mk (dve) analke

, sebesar 2%(dua persen)

Bagian keempat
Tunjangan Beras
Pasal 6

piangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
( T;‘J ;rn pasal 2 ayat (1) huruf ¢, diberikan setiap bulan.
f(li‘unjangaﬂ beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
@ at (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil
;igara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
g Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang
dierikan 10 (sepuluh) kilogram masing masing dikalikan paling banyak 4
(empat) orang.

Bagian kelima
Uang Paket
Pasal 7

) Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan.

[) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar 10% (sepuluh persen)
dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu;
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu
rupiah);

¢. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-( seratus lima puluh tujuh ribu lima

. ratus rupiah).

Bagian keenam
Tunjangan Jabatan
Pasal 8

1 . . ;
f TunJangaIl Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

U Tila_m Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan. <
s Wangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar 145 %o
y;izat S empat puluh lima persen) dari uang representasl yang bersangkutan,

u;

a, . .
Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-(tiga juta empat puluh lima ribu
rllpiah).
b, ; _
Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.2.436.000,-(dua juta empat ratus tiga puluh
) - del uluh
.880ta DPRD) sebesar Rp. 2.283.750,-( dua juta dua ratus delapan pulul

ari ; i
®aTibu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bagian ...
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Dewan PerwakilanRakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampauan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran
Daerah  Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017
Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

)
Blam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
+ Daerah adalan Kabupaten Melawi.

- D . : e
lefn“];an Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
fer aga  perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
By Y ellenggara pemerintahan daerah.
in?a_tl adalah Bupati Melawi.
Pinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil

ket
" Ua DPRp Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Mdangap

5. Anggota ...




ppRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD

Anggot:t en Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b gabuP® ", 1 Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pexﬂeqntah pDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
b perﬂeﬂni dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-
oton"" jalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
luasﬂi ?mana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia

seD25 11945.
Tah" dalah kepala d -
rintah Daerah a epala daerah sebagai unsur penyelenggara
7 P < tahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
pem‘?a di kewenangan daerah otonom.
;nizjturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan
e

e Jain adalah Perda Kabupaten Melawi.
;eratufan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati
' Melawi. . N
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
0 adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan

perundangan—undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan
persetujuan bersama Bupati.

17, Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung untuk kelancaran tugas dan
menunjang DPRD. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi.

3. Penghasilan DPRD adalah Penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh
pmpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14 Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah
tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

5. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah
uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan kepada Ketua
DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

1. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan
AnggC?ta DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
k'eqa{ jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut. Khusus untuk
‘mpman DPRD disediakan rumah negara dan, kendaraan dinas jabatan dan
tlanja rumah tangga, sedangkan untuk Anggota DPRD dapat disediakan berupa

7 ;Umal? Negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.

' ellanJa penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung
iapcaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat;
anjupgan kerja; pengkajian, penelaahan dan penyiapan PERDA; peningkatan
OE?;}tas. dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
Progr st dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan

Pimpiim l.am sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; dana operasional
na a0; pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;

8 Anggga Ahli Fraksi; dan belanja Sekretariat Fraksi.

afan p endapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
Dp ah fencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.

BAB ...
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BAB II
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2

nan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan, berupa :

i) At ang representasi;
¥ ngan keluarga;

' unj
L beras;

a

b. !

., tunjanga?l -

g, uang Paket :
qunjangan jabatan;

fe. njangan alat kelengkapan;de.tn

' unjangan alat kelengkapan lain.

& Jain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan

i;ggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI dan Tunjangan Reses.

Pasal 3

prpinan DPRD _sclain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
diberikan DOP DPRD.

Bagian kedua
Uang Representasi
Pasal 4

[) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
tersebut, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

2 Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, besarannya sebagai
berikut:

2. ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), atau
setara dengan gaji pokok Bupati.

b. Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam
ratus delapan puluh ribu rupiah).

¢. Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian ketiga
Tunjangan Keluarga
Pasal 5

i :

J g:;ljangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami
seha anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

3 Tunjegilmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan.
bada agan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
Sipi} Ng at (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur

3 Tlln'an §ara sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

isty; 8an keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunjangan

8 ,
} Tup; "ami dan tunjangan anak.

10%(Segar11 istri/suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar
& eté): 1131;1 Persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu;

RD sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);
b. Wakil
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Bagian Ketujuh
Tunjangan Badan Musyawarah /Komisi /Badan Kehormatan/

padan Anggaran /Badan Legislasi/Alat Kelengkapan Lainnya
Pasal 9

, dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kel K .
pirﬂplﬂa'f;dusyawarah, Komisi, Badan Kehorma Sy elengkapan Dewan seperti

= i Badan Anggaran, Badan
f E:;izlr; n Seti}jlp biutl)i}?irlgli diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dengan
sebaga .

tuan s .
ketg;tua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua

DPRD! besar 5% (li : Tund
wakil Ketua, Sebesa’ =7 (ma per sen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
" gekretarls, sebesaro4 Aa_ (empat persen} dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
¢ nggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 njangan yang diterima Pl_mplnan .dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat
0 Tulengkapan Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
B Ketua sebesar Rp. 228.375,-(dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus
8 tujub puluh lima rupiah);
wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,-(seratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh rupiah);
% gekretaris sebesar Rp. 121.800,-(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus
rupiahy);
d An%gota sebesar Rp. 91.350,~( sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh
rupiah).

Pasal 10

|} Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan
 lainnya seperti Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Panitia lainnya, diberikan
tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD:

b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
¢. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
J Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat
Kelengkapan Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
2. Ketua sebesar Rp. 228.375,-(dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah);
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,-(seratus lima puluh dua ribu dua ratus
lima puluh rupiah);
¢ Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus
Tupiah);
d Anggota sebesar Rp. 91.350,-( sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh
) g, upiah).
z&z;}aﬂgan alat kelengkapan lainnya sebagaiman pada ayat (1) dan (2), diberikan
2 Alat Kelengkapan Lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan _
Tunjangan Komunikasi Intensif

) Pasal 11

Tun;

Selgan-gan komunikasi intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
pemgalrnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk

 uy Skatan kinerja,

Sebaan.gan komunikasi intensif (TKI) yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD
ratusga%mana dimaksud ayat (1), sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima
U Tupiah) termasuk pajak.

\\ Bagian ...
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Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
Pagal 12

. Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

’ Tuman}%as a1 2 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses.
ala}Tl Reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
) Tu;lﬁr; ud ayat (1), sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

rmasuk P2 -

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 13

._-an dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
il pimp an kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
P Tur.uan-g kesehatan,
aminan kese : _

ﬁ' j‘aminan kecela}{aan kerja;

. jaminan kematian;

d. pakaian dinas dan atribut; o

.. rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;

f' tunjangan perumahan bagi wakil ketua dan Anggota DPRD;

é, pelanja rumah tangga bagi Ketua DPRD;

h. kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan

i, tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

Bagian kesebelas
Jaminan Kesehatan
Pasal 14

}) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri dan
anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

@ Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan
Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk
Mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

f Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1
atu) jcal dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum
4erah/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian keduabelas
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasal 15

Amip,
) 13 kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam
g 8Yat (2) huruf b dan huruf ¢ diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan

lndangan‘ Jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Bagian ...



Bagian ketigabelas
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 16

' Kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana
" Tunﬁr;i J dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota
dim

DPRI')a'm dinas dan atribut sepagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
0 Pakézk sian sipil harian disec.hakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

& aian sipil resmi disediakan1(satu) pasang dalam1 (satu) tahun;

b. pakaian sipil lengkap disediakan 2{dua )pasang dalam 5 (lima) tahun;

£ pakaiafl dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
fato) tahumidan .

akaiarn yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
ot tabun o
Jkaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan
[S)d sgan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

KZtentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut
H hagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4

Bagian keempat belas
Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 17

1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf e, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

J Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) huruf e dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4 Pemeltharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada

_ &yat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

3 Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan
perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya
Masa bakti.

% Dalam 1:1al Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya
dﬁihentl atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib
(Safmballkan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1

u) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

, Pasal 18
1) RUmah ne

dalag, Py gara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud

dibingay, sal 13 ayat (2) huruf e, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan,
2 Struks tangankan, dan/atau diubah status hukumnya. |
dimaks I dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana
ud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

) Dy Pasal 19
plmpinal;aI Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi

berSan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang
dapat diberikan tunjangan perumahan.

(2) Dalam ...
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15 i it alD g;gen:;?:ga?;ﬁl b(?iﬁrar.lk Sdac?atdrrllenyediakan rumah negara bagi
£oe ; u alam Pasal 13, ke '
;Aﬂggacﬁakutan dapat diberikan tunjangan perumahan. + PR JAng
L orS i Pi i .
’penjan an PeT umaglee;lliubl?gil zlnmp:inan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
g Tun’ dalam 1g dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai
i dibe 4 pengucapan sumpah/janji.
tan umahan sebagaimana dimak :
 angan er Imaksud pada ayat (2) bagi Anggota DPRD
'flggrl an dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai
'jdl ggal pengucapan Sumpah/.]an.]l
"gfg suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau
'A'ﬁggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan
P nahan.

pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai
daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan
| njangan perumahan.
':.a' Pimpil’la_n dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak
'd_ibel‘ik an tunjangan perumahan.

Pasal 20

b mah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta
'jangaﬂ perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diberikan

pada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 21

| Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus

® memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat

 yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan

| ketentuan peraturan perundang- undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar

satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi
'Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan
‘telepon.

fBesaran  tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan bagi
| Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

) Besaran tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13. 000.000,-
| (tisa belas juta rupiah) per bulan dan bagi Anggota DPRD sebesar Rp.
5;2.000.000,—( dua belas juta rupiah) per bulan.

Bagian kelima belas

Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD
Pasal 22

e o 2

‘g B?Ianja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f,
@Se diakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
§ Pimpinan DPRD.

£clanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
f Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan
Y “Mampuan keuangan daerah.

’Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada

o . ’
h.};{yat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. _
T entuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana

i ‘ n k v.
‘bar? ksud pada ayat (3) tidak melebihi kebutuhan minimal rumah ta;lngga E?::\paat:{n
e lam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah nege

4 rengkapannya’ tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud

Qalam Pa
I sal 13 ayat (2) huruf f. Bagian .

4

i

:_ -

-

s
i

IS g e,
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Bagian keenam belas
Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD
Pasal 23

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h,
J{endf_lraa bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan Kketentuan
£ jised! on perundang-undangan.

' endaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan

hal- pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bak’gi, kendaraan
D8 wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
julina® jambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bak®i.
vpahngtuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas
K~e ir}lcsud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.

] dlmdaraan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
fg;nat disewabelikan,  digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau
3 dilill)bah status hukumnya.

Bagian Ketujuhbelas
Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD
Pasal 24

¥ Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi
: Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan
| transportasi.

| Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
_‘,_(il), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai
tanggal pengucapan sumpah/janji.

| Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan
transportasi.

| Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada
- Anggota DPRD secara bersamaan.

| Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
‘Undangan,

 Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar
Satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas
Jbatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya
Operasional kendaraan dinas jabatan.

-,t‘ : Esaran.tunj angan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan
1, ‘I;l‘lta Tupiah) per bulan.

BAB III
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25

A

B Pirnpi

3 aktpilr?an alttau. Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa

] eSara);]a d1ber1_kan uang jasa pengabdian.

L tikyt - vang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai

bakti kurang dari 1 (satu) tahun :

ja ?(PRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
ua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan
Ota DP ’

. )RD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima

b. Untuk ...
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a bakti sampai dengan 1 (satu) tahun :

cuk M4 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

RD
b ;}nKetui %ztua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan
2 juh ribY rupiah); : , ; ;
pu ota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima

3 ﬁlgu rupiah) .

asa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun :
. yntuk 11?13 DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
by Keakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh

2 ibu rupiah); . . .
?Anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu

3 rupiah).

uk masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun : . '
100t Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
e wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu

2.
iah);
f&ﬁggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh

5 lima ribu rupiah).

tuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun :
Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- {delapan juta empat ratus ribu rupiah);
Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah); . .

3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

3, Un
1.
2.

- Untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun :

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu
rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu
rupiah);

3. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh
lima ribu rupiah).

3 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.

Y Pgmbayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

J Palam .haj Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat,
tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

B : .
uerianga penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran
i progSI’ tugas, dan wewenang DPRD berupa :
1 8ram, yang terdiri atas :
'Denyelenggaraan rapat;
'psnjungan kerja;
'pegi‘ikajlan, penelaahan, dan penyiapan Perda;
b ngkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di
5. Ogi{él_ngap DPRD;
Inasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan

*Pro . ;
Dop §;§g}mn sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

),
L]

c. pembentukan .
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ukan Kelompo]fi Pakar atau Tim Ahli Al
pembei_lgan T en ARl Fraksi; dan 1 Alat Kelengkapan DPRD;

e e amian s 7 L) e
) Lerdas sesual dengan ketentuan t
g:run ] ang—undangan- peraturan

Pasal 27

i dimaksud dalam Pasal
am Seba.gaunana : asal 24 ayat (1) huruf a, diuraik
5;%%1; ap2 kegiatan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-uniialmZanfe datam

Pasal 28

pop DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 iberi
o setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketuaa}glg}g)) zﬁiﬁibr’ng;ben'kan
kegiatan OPETL asional yang berkaitan dengan re i e
han lain guna melancark B presentasi, pelayanan, dan
Iléelt)UtuDPRD sehag_r - har carkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil
etua - !
pop DPRD sebagaimana dimaksud pada . ) .
Y] D empuan keuangan daerah. p ayat (1), diberikan sesuai dengan
g DOP DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau
ggg:g:? dﬁlaiir‘l’iiltl)lﬁiznya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas
€ ] 1 . }
4 Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud
g - pada ayat (1) dan ayat
d k . Yy
ﬁ;)}jk lﬁ%sun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai
a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8. - ; : .
per bulan. p. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- i ;
rupiah) per orang per bulan. P 000;- [empet juta. dus, fatils xiw
5 DOP DPRD seb i i . . )
. :se agaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan, dengan
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan : -
atau disebut lumpsung' dan) SEERIE. kg HREEls semus) Higf
b. 20% (dua pul ’ —_—_
lainny(a, puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
6 Dal . .
pemall)zrjgzl Stell)”dap_at sisa 'dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan
dengan akhir a%ta;lmana dimaksud pada ayat (5), tidak digunakan sampai
rekening kas u urcli anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke
berkenaan mum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
Bendahafé ]
itigs pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran
| (Satgu)utl;i pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pﬁgu 1
Berdasarkun anggaran kepada pengguna anggaran.
dimak an pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana
'§ud pada ayat (7), Sekretari
Mengaiukan yat (7), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran
Sebesar 1/12Surat perintah membayar' langsung untuk pencairan DOP DPRD
endaharg umfgfléa};i; }:iua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada
Urat perin ) :
;nelgmpirkanta;h membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
. af .
b, fak::r penerima DOP DPRD; dan
10’ rne“jela::;eg“tas yang sudah ditandatgngani Pimpinan DPRD yang
Kuagy BUD an penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
berdq an menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DOP DPRD
surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada

at (9
) k .
¢ rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal ...
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Pasal 29

engeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (7)

Bgﬂdahg?l pembayaran DOP DPRD yang diberikan secara sekaligus

() melaku.mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a, berdasarkan kuitansi
Sebau%m1 oh ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

yang th ara pengeluaran sebagaimana glimaksud pada Pasal 28 ayat (7)

'Beﬂdalola pOP untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud

meng® pasal 28 ayat (5) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

i ar:dang‘ undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

g

Pasal 30

rangka pertanggungjawaban DOP DPRD, Pimpinan DPRD wajib

andatangal’li Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah
merlai dengan peruntukannya.
Ses?anggung]'awaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada
p eral n8 ayat (9) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DOP DPRD.
Paftanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam
l;Zsal 08 ayat (5) huruf b, dis-ertai denggn bukti pengeluaran yang sah.
pjmpinan DPRD men)fampalkan bukti pertanggungjawaban penggunaan DOP
DPRD sebagaimana dlmaksqu pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara
Juaran setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Dalam hal terdapat sisa DOP DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai
M tambahan DOP DPRD bulan berjalan. ,
pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD oleh Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayai (4), sebagai dasar untuk pengajuan pencairan

dana bulan berikutnya.

==

o

=

f

0

Pasal 31

Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf ¢, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan
Dewan sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi,
dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
@ Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan.
g Kfﬂompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan
" dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
DeWan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau
kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari
5 atau orang bulan,
Keltentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat
“engkapan Dewan diatur, sebagai berikut :
Pendidikan g1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp.
§.9OQ_900,_ (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
Sendldlkan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebesar Rp.
.909.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
endidikan g3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp.
900.000, - (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

(i

(6)

Pe

Sﬂggaqaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan
et dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan

Pera
ran per undang-undangan.
Pasal ...
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Pasal 32

o Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud
) TenaB Jkan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (s
i perup ayai kemampuan dalam disiplin ilm

merng serta diberikan kompensasi dengan

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d,
atu) orang untuk setiap Fraksi dan
U tertentu yang mendukung tugas

mem i i
Ff,afs ip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan kgzﬁ?ﬁagasghndm weslian,
it : i sebagai i teta
, ¥enaga thlé :;ra;::; i:ei) ;ﬁasmana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
eputus s ) K
. ;Iéeteﬂ tuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diatur, sebagai
berikut :

pendidikan S1 depgan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp.
a 2‘900.000,— (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (lima) tahun sebesar Rp.
" 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan,;
8. pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp.
4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
9 pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
( sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

) Belanja Sekret.ariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf
¢, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan
kemampuan keuangan daerah.

0) Belanja Sekretariat Fraksi Aterd‘iri atas penyediaan sarana dan anggaran.

3 Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan
kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan tidak termasuk sarana mobilitas.

4 Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja Alat Tulis
Kantor dan makan minum Rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan
Kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOQOTA DPRD
Pasal 34

AP enghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran
belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran
Sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

4 I:’&_’—rl,‘g,elolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian

Yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35
1) diberhentikan sementara oleh Pejabat yang
an peraturan perundang-un@angan tetap
f berupa uang representasi, uang pakﬁ*t.,
kesehatan, dan jaminan kematian

P

b;n;\ls.;gan atau Anggota DPRD yang

diberikang sesuai dengan ketentuan

tunjanan hak keuangan dan administratif

Ses .8an keluarga, tunjangan beras, jaminan
Al dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...
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1 pimpinan DPRD berhalangan sementard lebih dari 30 (tiga puluh) hari
Dalafﬂ.h kat pelaksana Tugas Pimpinan DPRD oleh Pejabat yang berwenang
d,‘anegngan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksana Tugas
wal ©OprD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang
‘ 'mpmaﬂakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai
dipefs:lnll (satu) pulan berikutnya.
kb BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

peraturan Bupaj:i ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 11
55017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
vt e Rakyat Daerah Kabupaten Melawi tahun 2017 dan Keputusan Bupati
Péf“’al-uNomor 170/32 Tahgn 2017. tentang Tunjangan Komunikasi intensif dan
jiela¥! penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pelany@ n Melawi Tahun 2017 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupage,rahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
lomor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi ( Lembaran Daerah

o8 ¢ Melawi Tahun 2005 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan
Kabupaan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
peratur Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan dalam
Daerkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi.
ProtObaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran
‘“gah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 14), sepanjang mengatur mengenai
?jlaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Movewdou™ 2017
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